KULIAH 1l
PERJANJIAN YANG DILARANG

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan
bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut
Pasal 1angka7 UU No. 5 Tahun 1999, perjanjian didefinisikan sebagai: “Suatu
perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu
atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik TERTULIS maupun
TIDAK TERTULIS.” Dapat diketahui bahwa UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan
bahwa perjanjian dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, kedua-duanya
diakui atau digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk
dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

L Oligopoli

2. Penetapan harga

a. Penetapan harga (Pasal 5)

b. Diskriminasi harga (Pasal 6)

c. Jual Rugi (Pasal 7)

d. Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8)
Pembagian wilayah (Pasal 9)

Pemboikotan (Pasal 10)

Kartel (Pasal 11)

Trust (Pasal 12)

Oligopsoni (Pasal 13)

Integrasi vertikal (Pasal 14)

Perjanjian Tertutup

a. exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat (1))
b. tying agreement (Pasal 15 ayat (2))

c. vertical agreement on discount (Pasal 15 ayat (3))
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

Adapun jenis-jenis perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

A. OLIGOPOLI
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud
oligopoly adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang



hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka

dapat mempengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak

seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Yang

dikategorikan oligopoly menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat yaitu:

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan
penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-
sama melakukan penguasaan produksi danhatau pemasaran
barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila
2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku
usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau
pemasaran barang dan/atau jasa atau membuat perjanjian oligopoli selama
tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan
usahatidak sehat dan mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima sebagai
dasar pembenar dari perbuatan mereka tersebut.

Namun demikian, pada umumnya, perjanjian oligopoli dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat. Hal ini disebabkan dalam oligopoli sangat mungkin terjadi perusahaan-
perusahaan yang ada akan saling mempengaruhi untuk menentukan harga
pasar, menentukan angka produksi barang dan jasa, yang kemudian
dapat mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada (existing
firms) maupun yang masih di luar pasar (potential firms).

Contoh kasus Putusan No. 10/KPPU-L/2005 mengenai perdagangan

garam ke Sumatera Utara:

o Kasus bermula dari laporan tentang adanya kesulitan melakukan
pengiriman garam bahan baku ke Sumatera Utara selain juga ada
kesulitan melakukan pembelian garam bahan baku di Sumatera Utara.
Dalam kasus ini yang menjadi Terlapor adalah G3 (PT Garam, PT
Budiono, dan PT Garindo) dengan G4 (PT Graha Reksa, PT
Sumatra Palm, UD Jangkar Waja, dan UD Sumber Samudera).

o Dari pemeriksaan ditemukan bahwa kebutuhan garam bahan baku di
Sumatera Utara hanya dipasok oleh PT Garam, PT Budiono dan PT
Garindo. Sebagian besar pasokan garam bahan baku dibeli oleh G4 dari



G3. Penguasaan pembelian garam bahan baku yang dipasok oleh G3 ke
Sumatera Utara oleh G4 mencerminkan struktur pasar yang bersifat
oligopsoni. G3 dan G4 secara bersama menguasai lebih dari 75% pangsa
pasar garam di Sumatra Utara.

Bahwa jumlah garam bahan baku yang dikirim oleh G3 ke Sumatera Utara
hanya disesuaikan dan atau ditentukan berdasarkan pada jumlah
permintaan G4 dan sesama G3 lainnya saja. Tindakan penyesuaian
jumlah pasokan garam bahan baku tersebut mengakibatkan kebutuhan
garam bahan baku selalu terpenuhi oleh G4 dan sesama G3 lainnya.
Juga ditemukan apabila jumlah garam bahan baku yang dikirim ke
Sumatera Utara melebihi jumlah permintaan G4 dan sesama G3 lainnya
maka kelebihan tersebut selalu dititipkan ke gudang G4 yang juga
dikenal dengan istilah sistem titip simpan dan titip jual karena G3 tidak
dikenakan sewa gudang dan G4 baru akan membayar kelebihan tersebut
setelah garam bahan baku yang dititipkan tersebut terjual. Bahwa
tindakan penyesuaian jumlah pasokan serta tindakan pengontrolan atas
kelebihan jumlah pengiriman tersebut dilakukan oleh semua anggota G3
dan G4 secara sistematis, teratur dan telah berlangsung lama.

Bahwa dengan struktur pasar garam bahan baku di Sumatera Utara
yang bersifat oligopolistik, maka rangkaian tindakan G3 dan G4
mengakibatkan tidak mungkin ada pesaing baru di pasar bersangkutan
sehingga rangkaian tindakan tersebut merupakan perjanjian untuk secara
bersama-sama mempertahankan penguasaan pemasaran garam
bahan baku di Sumatera Utara.

KPPU memutuskan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo,
PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD
Sumber Samudera secara sah dan meyakinkan melanggar
ketentuan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999. Walaupun tidak terdapat
perjanjian secara tertulis, namun dengan adanya koordinasi antara
para Terlapor dan juga adanya kerja sama menitipkan barang
yang berlebih pada Terlapor lainnya telah membuktikan adanya kerja
sama ataupun perjanjian antar pelaku usaha.

PENETAPAN HARGA
Mengenai perjanjian penetapan harga dibedakan menjadi 4 macam

yaitu:
1.

Penetapan harga (price fixing)

Penetapan harga menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi
Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu: penentuan
suatu harga umum untuk suatu barang/jasa oleh suatu
kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama,



sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harga sering

merupakan cerminan dari suatu pasar oligopoly. menurut Pasal

5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

(1) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas
suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh
konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang
sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
berlaku bagi:

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha

patungan; atau

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang

yang berlaku.

Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga pada
tingkat yang serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan
memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Sebaliknya,
dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang
terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat
mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara
sepihak kepada konsumen, di mana biasanya harga yang didiktekan
kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran.

Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di
dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak
memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga
yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian
penetapan harga tersebut?.

Contoh kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2003 mengenai Kargo

(Jakarta-Pontianak):

o Pihak dalam kasus ini adalah pelaku usaha angkutan laut khusus
barang trayek Jakarta-Pontianak, yaitu PT Perusahaan Pelayaran
Nusantara Panurjwan (Terlapor I), PT Pelayaran Tempuran
Emas, Tbk. (Terlapor II), PT Tanto Intim Line (Terlapor Ill) dan
PT Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa (Terlapor
IV), karena telah melakukan perjanjian kesepakatan bersama
besaran tarif uang tambang untuk trayek Jakarta-Pontianak-
Jakarta.

1 Lennart Ritter et al., EC Competition Law, A Practitioner’s Guide, Kluwer Law International,
Second ed., 2000, hal. 142.



Dalam kasus ini dapat diketahui bahwa Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor Il dan Terlapor 1V telah menandatangani kesepakatan
bersama tarif uang tambang peti kemas Jakarta-Pontianak-
Jakarta No: 01/ SKB/ PNP-TE-WBK-TIL/ 06/ 2002 yang
diketahui dan ditandatangani juga oleh Ketua Bidang Kontainer
DPP INSA dan Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

Para Terlapor mendalilkan bahwa kesepakatan bersama tarif untuk
menghindari perang tarif ataupun terjadinya persaingan yang sangat
tajam (cut-throat competition) antar pelaku usaha semenjak
meningkatnya permintaan dan masuknya pelaku usaha baru dalam
industri ini.

KPPU memutuskan bahwa penetapan tarif ini melanggar Pasal
5 UU No. 5 Tahun 1999 karena selain akan mengurangi persaingan
dan meniadakan alternatif pilihan tarif baik yang akan ditawarkan oleh
penyedia jasa sesuai dengan variasi kualitas pelayanannya, maupun
yang akan dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya,
kesepakatan ini juga akan sangat merugikan industri bersangkutan
karena terciptanya hambatan masuk (entry bariers) yang cukup
besar yang akan menghambat pelaku usaha baru untuk
memasuki pasar bersangkutan. Kesepakatan harga yang
dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kasus ini jelas-
jelas telah terbukti dan akan merugikan konsumen.

Diskriminasi harga (price discrimination)

Diskriminasi harga menurut Kamus Lengkap Ekonomi

Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu:
kemampuan seorang pemasok untuk menjual produk yang
sama pada sejumlah pasar yang terpisah dengan harga yang
berbeda-beda. Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang
mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan
harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh
pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Praktik diskriminasi harga seperti dirumuskan dalam Pasal 6 UU
No. 5 Tahun 1999 dapat menyebabkan pembeli tertentu (di mana
pembeli tersebut merupakan pelaku usaha juga) terkena kewajiban
harus membayar dengan harga yang lebih mahal dibandingkan
pembeli lain (yang juga merupakan pelaku usaha) yang sama-sama



berada dalam pasar yang sama, sehingga dapat menyebabkan

pembeli yang mengalami diskriminasi tersebut tersingkir dari pasar

karena dia akan kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang

memperoleh harga yang lebih rendah.

Contoh kasus perdagangan garam ke Sumatra Utara yang telah

diputus Oleh KPPU dengan Putusan No. 10/KPPU-L/2005

o Dalam kasus ini Terlapor adalah G3 (PT Garam, PT Budiono,
dan PT Garindo) dengan G4 (PT Graha Reksa, PT Sumatra Palm,
UD Jangkar Waja, dan UD Sumber Samudera). Berdasarkan hasil
pemeriksaan, KPPU menyatakan bahwa para terlapor telah
melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan UU No. 5 Tahun 1999
di antaranya Pasal 6 mengenai diskriminasi harga. Hal ini
didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menemukan adanya
kesepakatan secara lisan yang dilakukan PT Garam, PT Budiono
dan PT Garindo (G3) dengan PT GrahaReksa, PT Sumatera Palm,
UD Jangkar Waja dan UD Sumber Samudera (G4) untuk
menetapkan harga produk PT Garam lebih tinggi dibandingkan
dengan harga produk PT Budiono dan PT Garindo.

o Melalui kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa G3 menetapkan
harga jual garam bahan baku kepada pelaku usaha selain G3 dan
G4 lebih tinggi (Rp 490 atau Rp 510) dibandingkan dengan harga jual
garam bahan bakunya kepada G4 (Rp 385 atau Rp 405) padahal
komponen biayanya sama sehingga tindakan G3 tersebut tidak wajar
karena untuk menjual garam bahan baku kepada pelaku usaha selain
G3 dan G4 tidak diperlukan komponen biaya tambahan. Dengan
demikian maka Majelis Komisi memutuskan menyatakan para
Terlapor bersalah. Diskriminasi harga tersebut menyebabkan
pembeli yang bukan merupakan anggota grup harus membayar
lebih mahal dari pada anggota.

Penetapan harga dibawah harga pasar (predatory pricing)
Penetapan harga dibawah harga pasar menurut Kamus
Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan
Lowes) vyaitu: suatu kebijakan penetapan harga yang
dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan
untuk merugikan para pemasok pesaing atau untuk memeras
konsumen. menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat yaitu:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga



pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha

tidak sehat.

Menurut R. Shyam Khemani, predatory pricing biasanya
dilarang bukan dikarenakan menetapkan harga yang terlalu rendah
terhadap produk yang dijualnya sekarang, tetapi dikarenakan di masa
yang akan datang pelaku usaha akan berusaha untuk mengurangi
produksinya dan menaikan harga?. Lebih lanjut beliau mengatakan
bahwa hal ini bisa terjadi apabila pelaku usaha yang lain lemah, dan
terdapat halangan untuk masuk ke pasar baik bagi perusahaan baru
maupun bagi perusahaan yang dikalahkan.?

Oleh karena itu apabila pelaku usaha melakukan praktik predatory
pricing, namun tidak mengurangi produksinya dan juga tidak menaikan
harga, maka mungkin tidak akan terjadi predatory pricing yang
bertentangan dengan hukum.

Contoh kasus predatory pricing adalah yang terjadi antara William

Inglis & Son Co. Vv ITT Continetal Baking Co.

o Secara singkat kasus ini diajukan oleh Inglis yang mendalilkan bahwa
Continental berusaha menghilangkan persaingan dengan jalan
menjual rugi roti dengan private label miliknya di bawah biaya tidak
tetap rata-rata, sehingga menyebabkan Inglis bankrut. Inglis
mendalilkan bahwa roti dengan merek pribadi berkembang di
California bagian utara kira-kira tahun 1967-1968. Hal ini
menyebabkan pangsa pasar Continental untuk Wonder Rotinya
menurun. Untuk itu Continental mulai juga menjual roti dengan
merek pribadi (private label). Inglis mendalilkan bahwa Continental
menurunkan harga roti dengan merek private dengan tujuan
mematikan Wholeseller seperti Inglis. Sebaliknya Continental
mendalilkan bahwa dia hanya melakukan kompetisi secara ketat.
Harganya adalah dapat dibenarkan mengingat kelebihan kapasitas
dalam industri.

o Putusan pengadilan menyatakan bahwa Continental tidak
melanggar hukum persaingan. Ninth Circuit (Pengadilan Banding)
menyatakan bahwa apabila harga dari terlapor adalah di bawah
harga total rata-rata, tetapi di atas biaya tidak tetap rata-rata, maka
pelapor/ penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan
bahwa harga dari terlapor adalah predator. Namun apabila
penggugat membuktikan bahwa harga Terlapor adalah di bawah
harga tidak tetap rata-rata, maka Terlapor mempunyai kewajiban

2 R. Shyam K
Policy, op. cit.
3 Ibid., hal. 78

hemani, A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and
, hal. 77-78



untuk membuktikan bahwa harganya tersebut adalah masuk akal
terlepas dari akibatnya terhadap pesaing.

Perjanjian dengan persyaratan tertentu (resale price

maintenance)

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat yaitu:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku

usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang

dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali
barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang
lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Proses persaingan di pasar dapat terganggu apabila terdapat
perilaku antipersaingan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki
posisi dominan di pasar.
contoh kasus:

. Secara singkat kasus ini adalah mengenai distribusi Semen
Gresik di Area 4 Jawa Timur yang meliputi wilayah Blitar,
Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan
Tulungagung. Pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh PT Bina
Bangun Putra, PT Varia Usaha, PT Waru Abadi, PT Perusahaan
Perdagangan Indonesia (Persero), UD. Mujiarto, TB. Lima Mas, CV
Obor Baru, CV Tiga Bhakti, CV Sura Raya Trading, CV Bumi
Gresik yang merupakan Distributor Semen Gresik dan PT
Semen Gresik.

. Dalam rangka memasarkan produknya, PT Semen Gresik, Thk.
dalam kasus ini sebagai Terlapor XI menunjuk distributor.
Kemudian PT Semen Gresik, Thk. dan para distributor
mengikatkan diri melalui suatu perjanjian jual beli yang
menempatkan para distributor sebagai distributor mandiri/pembeli

lepas.
. Dalam perjanjian tersebut maka para distributor yaitu Terlapor I,
Terlapor I, Terlapor Ill, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,

Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X harus
menjual Semen Gresik sesuai dengan harga yang telah ditentukan
oleh Terlapor XI. Disamping itu juga terdapat ketentuan yang
melarang Terlapor |, Terlapor Il, Terlapor Ill, Terlapor IV, Terlapor
V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor
X untuk memberikan potongan harga (discount) di muka. Terlapor



Xl juga menentukan harga tebus distributor, harga jual Semen
Gresik dari distributor kepada LT, harga jual Semen Gresik dari
distributor dan atau LT kepada toko dan harga jual eceran
minimum.

. Unsur utama dalam resale price maintenance adalah adanya
perjanjian antar pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa
penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok
kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga
yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

o Dengan adanya perjanjian penetapan harga ditingkat distributor
tersebut, maka Terlapor telah melanggar ketentuan dalam Pasal 8
UU No. 5 Tahun 1999, karena dalam kasus ini tidak ditemukan
adanya alasan-alasan dilakukannya perjanjian-perjanjian tersebut
yang dapat diterima, sehingga perbuatan tersebut akan
menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan
tidak membawa dampak yang positif bagi masyarakat.

C. PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang perbuatan tersebut

berbunyi:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran
atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.

Stephen F. Ross menyatakan bahwa hilangnya persaingan di antara
sesama pelaku usaha dengan cara melakukan pembagian wilayah bisa
membuat pelaku usaha melakukan tindakan pengurangan produksi ke
tingkat yang tidak efesien, kemudian mereka juga dapat melakukan
eksploitasi terhadap konsumen dengan menaikan harga produk, dan
menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk bertindak sewenang-wenang
terhadap konsumen yang sudah teralokasi sebelumnya tersebut.*

Namun dalam kenyataannya, sesungguhnya kerja sama antara pelaku
usaha yang bersaing untuk melakukan perjanjian pembagian wilayah sebenarnya
tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga sesungguhnya dapat merugikan
bagi pelaku usaha itu sendiri di mana mereka akan dibatasi dalam

4 Stephen F. Ross, Principles of Antitrust Law, Westbury New York: The Foundation Press,
Inc., 1993 hal. 147-148.



mengembangkan usaha mereka dan hilangnya kesempatan mereka
untuk meningkatkan kekuatan pasar yang dimilikinya.

Contoh kasus Putusan KPPU No. 53/KPPU-L/2008 mengenai
Pembagian Wilayah DPP AKLI Pusat.

Adapun para Terlapor dalam kasus ini adalah Terlapor | adalah Dewan
Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
(DPP AKLI), Terlapor Il Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor
Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPD AKLI) Sulawesi Selatan,
Terlapor 1l Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan
Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Palopo, Terlapor IV Dewan Pengurus
Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC
AKLI) Luwu Utara, Terlapor V Dewan Pengurus Cabang Asosiasi
Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Timur,
Terlapor VI Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan
Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Tana Toraja.

Bahwa Terlapor | adalah asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang
pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bertujuan membina anggota-
anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam
proses pembangunan Indonesia di bidang ketenagalistrikan. Terlapor |
memiliki 32 (tiga puluh dua) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus
dua puluh satu) Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 4806 (empat ribu
delapan ratus enam) badan usaha instalatir.

Terlapor Il adalah pengurus daerah Terlapor | di Provinsi Sulawesi
Selatan, Terlapor I membawahi 9 (sembilan) DPC dan memiliki anggota
sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) badan usaha instalatir. Terlapor
[l adalah pengurus cabang Terlapor | di Kota Palopo, Sulawesi Selatan,
dan memiliki anggota sebanyak 11 (sebelas) anggota badan instalatir.
Terlapor IV adalah pengurus cabang Terlapor | di Kabupaten Luwu Utara,
Sulawesi Selatan, memiliki anggota sebanyak 11 (sebelas) anggota badan
instalatir. Terlapor V adalah pengurus cabang Terlapor | di Kabupaten Luwu
Timur, Sulawesi Selatan, memiliki anggota sebanyak 10 (sepuluh) anggota
badan instalatir.

KPPU berpendapat berdasarkan bukti-bukti bahwa Terlapor | melalui
Terlapor Il, Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-
DPC lain di wilayah Sulawesi Selatan, membagi wilayah kerja PJT
berdasarkan wilayah cabang PT PLN (Persero) di Sulawesi Selatan.
Namun khusus di wilayah PT PLN (Persero) Cabang Palopo, Terlapor Il
membagi lagi wilayah kerja PJT (Penanggung Jawab Teknik) menjadi 4
(empat) wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu:
Terlapor IlI, Terlapor IV, Terlapor V, dan TerlaporVI. Pembagian wilayah
PJT dalam SP-PJT oleh Terlapor | dapat dikategorikan sebagai



perjanjian dilaksanakan oleh Terlapor II, Terlapor Ill, Terlapor IV, Terlapor V,
dan Terlapor VI.

o Adapun yang menjadi alasan dari Terlapor | membagi wilayah kerja PJT
melalui SP-PJT adalah untuk keselamatan dan keamanan instalasi, serta
memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat.

o Pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh Terlapor | di daerah
Sulawesi Selatan melalui Terlapor 1, Terlapor llI, Terlapor IV,
Terlapor V, Terlapor VI, dan DPCDPC lainnya di Sulawesi Selatan
ini, menimbulkan dampak badan usaha instalatir tidak dapat
menggunakan PJT-nya di wilayah lain dan harus menggunakan jasa
PJT setempat yang menjadi pegawai di badan usaha instalatir.

o Suatu assosiasi perusahaan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas
ataupun perjanjian-perjanjian yang antipersaingan. Dengan adanya
pembagian wilayah tersebut, maka kiranya jelas hal tersebut akan
menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

PEMBOIKOTAN
Boikot menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua

(Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu: penghentian pasokan

barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali

barang tersebut dengan ketentuan khusus. Menurut Pasal 10

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku
usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha
lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan
pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku
usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan
atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku

usaha lain; atau

b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau

membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar
bersangkutan.

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang
dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari
pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usahayang berpotensi
menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian
pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang
terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut.



Pemboikotan biasanya dilakukan untuk memaksa pelaku usaha untuk
mengikuti perbuatan yang biasanya merupakan perbuatan yang
antipersaingan atau untuk menghukum pelaku bisnis lainnya yang
melanggar perjanjian yang menghambat persaingan. Namun demikian
pemboikotan dapat juga dilakukan secara tidak langsung, misalkan dengan
cara para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan meminta
kepada pelaku usaha yang menjadi pemasok dari produk mereka untuk
tidak memasok produk yang sama kepada pelaku usaha yang menjadi
target dari perjanjian pemboikotan, sehingga apabila si perusahaan
pemasok tidak mengindahkan larangan tersebut, maka para pelaku usaha
yang melakukan pemboikotan akan memutuskan hubungan dengan perusahaan
pemasok tersebut dan akan mencari perusahaan pemasok lain.

Contoh kasus pemboikotan di negara lain adalah Norhwest Wholesale

Stationers, Inc. v Pacific Stationery & Printing Co.

" Pelapor dalam kasus ini adalah Northwest Wholsale Stationers adalah
sebuah koperasi agen pembelian yang terdiri dari kurang lebih retailer
alat-alat kantor di Pacific Northwest US. Koperasi bertindak sebagai
retailer utama bagi retail lainnya. Retailer yang bukan anggota dapat
membeli alat-alat kantor dengan harga yang sama dengan anggota. Namun
pada setiap akhir tahun koperasi membagikan keuntungan kepada
anggotanya dalam bentuk percentage rebate dalam pembelian. Sehingga
sebenarnya anggota membeli lebih rendah dari non anggota.

. Sementara Terlapor Pacific Stationery Co. adalah menjual alat kantor
baik retail maupun wholesale. Pacific menjadi anggota Northwest sejak
tahun 1958. Pada tahun 1978 Northwest merubah anggaran dasarnya
dengan melarang anggotanya menjual retail dan wholesale. Suatu klausula
menjamin hak Pacific untuk menjadi anggota. Pada tahun 1977 kepemilikan
Pacific berpindah tangan, namun pemilik baru ini tidak melakukan
perubahan kegiatannya, hal mana bertentangan dengan anggaran
dasar Northwest. Pada tahun 1978 sebagian besar anggota Northwest
memutuskan untuk mengeluarkan Pacific. Pacific kemudian membawa
perkara ini ke pengadilan berdasarkan group boycott yang membatasi
kemampuan Pacific untuk berkompetisi, karenanya Northwest harus
dinyatakan melanggar.

KARTEL

Kartel menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua
(Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu: suatu bentuk kolusi atau
persekongkolan antara suatu kelompok pemasok yang bertujuan
untuk mencegah persaingan sesama mereka secara keseluruhan
atau sebagian. Menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun



1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat yaitu:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha

saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan

mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau
jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara
pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur
jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam
pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar
tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan
sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu
akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh
karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerja sama
horizontal untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau
jasa.® Pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari kartel, yaitu:®
1. Terdapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha.

2.  Melakukan penetapan harga.

3. Agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi
konsumen atau produksi atau wilayah.

4.  Adanya perbedaan kepentingan di antara pelaku usaha misalnya karena
perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi antar
anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota
kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil.

Contoh kasus Perkara No. 10/KPPU-1/2015 tentang Dugaan Pelanggaran

Pasal 11 dan Pasal 19 huruf ¢ UU No. 5 Tahun 1999 terkait kartel:

o Kartel daging sapi impor yang telah dilakukan oleh 32 Terlapor, antara
lain, PT Andini Karya Makmur, PT Andini Persada Sejahtera, PT Agro
Giri Perkasa, PT Agrisatwa Jaya Kencana, PT Andini Agro Loka, PT
Austasia Stockfeed, PT Bina Mentari Tunggal, dan lain-lain.

o Para terlapor telah terbukti membuat kesepakatan yang difasilitasi
Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO)
sekarang Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong
Indonesia (GAPUSPINDO) melalui rangkaian pertemuan yang pada
akhirnya penunjukkan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para

5 Theodore P. Kovaleff, The Antitrust Impulse: An Economic, Historical, and Legal Analysis,
Vol. I, (M.E. Sharpe, Inc.), 1994, hal. 78-80.

6 Phillip E. Areeda dan Louis Kaplow, Anitrust Analysis, Problems, Cases, 4th Edition, Little Brown
Company, Boston, 1988, hal. 346-349.



Terlapor yang diperkuat dengan alat bukti pengakuan. Mereka terbukti
telah melakukan rescheduling sales yang dikategorikan sebagai
pengaturan dan/atau penahanan pasokan sapi impor di wilayah
JABODETABEK. KPPU menyatakan tindakan para Terlapor merupakan
kartel yang dilarang oleh Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.

o KPPU telah menganalisis pasar produk dan pasar geografis dan
menganalisis dampak negatif dari kartel tersebut. Tindakan penahanan
pasokan dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI)
yang telah disetujui oleh pemerintah dan melakukan rescheduling sales
telah berdampak negatif karena telah mengakibatkan kenaikan harga yang
tidak wajar yang merugikan kepentingan konsumen dan/atau
kepentingan umum.

F. TRUST

Trust adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan
membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar
dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup
masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang
bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas
barang/jasa. Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat yaitu:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk
gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan
tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-
masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan
untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan
atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Trust sebenarnya merupakan wadah bagi pelaku usaha yang didisain
untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu.
Gabungan antara beberapa perusahaan yang bersaing dengan membentuk
organisasi yang lebih besar yang akan mengendalikan seluruh proses produksi
dan atau pemasaran suatu barang. Suatu trust terjadi di mana sejumlah
perusahaan menyerahkan saham mereka kepada suatu “badan trustee” yang
kemudian memberikan sertifikat dengan nilai yang sama kepada anggota trust.’
Contoh kasus Standard Oil Company of New Jersey v United States.

o Para Tergugat didakwa melakukan konspirasi untuk menghambat

7 Theodore P. Kovaleff, The Antitrust Impulse: an Economic, Historical, and Legal Analysis,
Vol. I, (M.E. Sharpe, Inc.), 1994, hal. 80



perdagangan minyak, penyulingan minyak dan produk-produk minyak
lainnya. Konspirasi telah dimulai sejak tahun 1870 oleh ketiga dari
Terdakwa yaitu John D. Rockeffeller, William Rockefeller dan Hendri M.
Flagler. Adapun masa konspirasi ini dibagi dalam tiga periode yaitu tahun
1870-1882, dari tahun 1882-1899 dan 1899-sampai adanya perkara.

o Pada tahun 1870-1882, John D. Rockefeller dan William Rockefeller dan
beberapa orang lainnya membuat tiga partnership yang bergerak dibidang
perminyakan dan mengapalkannya ke beberapa negara bagian. Pada
tahun 1870 dibentuklah Standard Oil Company of Ohio dan ketiga
partnership ini digabungkan dalam perusahaan ini dan menjadi milik
bersama sesuai dengan sahamnya masing-masing. Bahwa sejak itu telah
dilakukan penggabungan- penggabungan. Sejak tahun 1872 perusahaan
tersebut telah mendapatkan pangsa pasar yang substansial kecuali 3 atau
4 dari 35 atau 40 penyulingan minyak yang berlokasi di Cleveland, Ohio.
Berdasarkan pada kekuatan ini, dan sesuai dengan tujuannya untuk
membatasi dan memonopoli perdagangan baik antar negara bagian
maupun pada negara bagian tersebut, maka anggota mendapatkan
banyak kemudahaan baik dari harga, transport (railroad) dibandingkan
kompetitornya. Hal ini memaksa kompetitornya untuk menjadi bagian dari
perjanjian atau menjadi bankruPT Para pihak yang tergabung pada saat itu
telah menguasai 9 0% dari bisnis produksi, pengapalan, penyulingan dan
penjualan minyak dan produknya.

o Pada periode kedua yaitu tahun 1882-1899 di mana saham dari 40
perusahaan termasuk Standard Oil Company of Ohio diletakkan pada
suatu trustee dan ahli warisnya untuk kepentingan semua pihak
secara bersama. Perjanjian ini dibuat dengan mengeluarkan sertifikat
Standard Oil Trust. Setelah itu Trustee juga membuat atau mengorganisir
Standard Oil Company of New jersey dan Standard Oil Company
of New York. Akhirnya MA Amerika Serikat pada tanggal 2 Maret 1892
menyatakan bahwa trustee ini batal demi hukum karena perjanjian tersebut
menghambat perdagangan dan berpuncak pada pembentukkan monopoli
yang melanggar hukum.

OLIGOPSONI

Oligopsoni menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua
(Christopher Pass & Bryan Lowes) diartikan: suatu bentuk dari
pemusatan pembeli (buyer concentration) yaitu suatu situasi pasar
(market) dimana beberapa pembeli besar berhadapan dengan
banyak pembeli kecil. Pembeli yang kuat biasanya mempu
mendapatkan keuntungan dari pemasok atau penjual dalam bentuk
potongan harga dari pembelian dalam jumlah besar (bulk buying) dan



dalam bentuk kredit yang diperpanjang. Menurut Pasal 13 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama
menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat
mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar
yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-
sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3
(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktik antipersaingan yang
cukup unik, karena dalam praktik oligopsoni yang menjadi korban
adalah produsen atau penjual, di mana biasanya untuk bentuk-bentuk
praktik antipersaingan lain (seperti price fixing, price discrimination, kartel, dan
lain-lainnya) yang menjadi korban umumnya konsumen atau pesaing. Dalam
oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan
tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau
penerimaan pasokan, dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas
barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Terdapat beberapa syarat
agar oligopsoni dapat berhasil, yaitu:

1. Pelaku usaha harus setuju baik secara tegas maupun secara diam-diam
untuk bertindak bersama.

2. Mereka haruslah merupakan pembeli dalam jumlah yang besar atau
dominan.

3. Adanya mekanisme agar perjanjian ditaati dan tidak ada kecurangan.

4. Mereka harus mampu mencegah masuknya pemain baru, karena
apabila pemain baru bisa masuk, maka perjanjian oligopsoni tidak
akan
efektif.?

Oligopsoni  sebenarnya merupakan bagian dari kartel yaitu Kkartel
pembelian.

Contoh kasus Beef Industry Antitrust Litigation Mdl Docket No. 248. Meat Price

Investigators Association.

8 James Murphy Dowd, Oligopsony Power: Antitrust Injury and Colluisve Buyer Practices in
Input Market, 76 B.U.L. Rev. 1075, 1996, hal. 3-5.



. Assosasi Investigator Harga Daging dan beberapa peternak sapi,
mengajukan lowa Beef Processors, Inc., Excel Corporation dan The
National Provisioners, Inc. (The Yellow Sheet) ke Pengadilan pada tahun
1977. Adapun yang menjadi alasan adalah bahwa retailer dan packers
(pengepak) melakukan konspirasi baik secara horizontal maupun vertikal
untuk menurunkan harga dari sapi.

. Mereka mendalilkan bahwa konspirasi ini mengikuti skema penetapan
harga. The National Provisioner mempublikasikan setiap hari harga
produk sapi pada the Yellow Sheet. The Yellow Sheet mendasarkan
publikasinya laporan dari harga komoditas tersebut pada saat itu. Para
pengepak menggunakan the Yellow Sheet price untuk menentukan
harga yang mereka tawarkan kepada peternak sapi.

" Pengepak mendalilkan bahwa seperti ditemukan oleh Pengadilan Negeri,
bahwa the Yellow Sheet adalah informasi publik yang dapat dibeli dan
digunakan oleh semua pihak. Mereka juga mendalilkan bahwa peternak
sapi tidak mempunyai bukti bahwa telah terjadi parallel pricing oleh IBP
dan Excel yang merupakan independen bisnis.

" Tergugat juga mempunyai bukti yang cukup, bahwa the Yellow Sheet
adalah merupakan salah satu faktor, masih terdapat faktor-faktor lain yang
menjadi pertimbangan pengepak dalam menentukan harganya yaitu:
Pertama, kebutuhan pengepak itu sendiri untuk menentukan
kebutuhannya akan daging setiap minggunya, termasuk dalam hal ini
kontrak dengan buruh yang tetap harus dibayar terlepas ada kerjaan atau
tidak. Kedua, kondisi pasar pada saat itu apakah over supply atau tidak.
Ketiga, persaingan harga antara pengepak. Keempat adalah harga
berdasarkan pasar produk yang dapat memaksa pengepak membayar lebih
mahal atau lebih murah dari daftar harga dalam The Yellow Sheet.

. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan Banding
menolak klaim dari peternak sapi.

INTEGRASI VERTIKAL

Integrasi vertical menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi
Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu: suatu eleman dari
struktur pasar (market structure) dimana sebuah perusahaan
melakukan sejumlah tahap yang berurutan dalam penawaran
sebuah produk, sebagai kebalikan pelaksanaan yang hanya pada
satu tahap saja (intregrasi horizontal). Menurut Pasal 14 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk



dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana

setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses

lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak
langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Integrasi vertikal terjadi ketika satu perusahaan melakukan kerja sama
dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda dalam suatu
proses produksi, sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan satu
perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu
proses produksi.®

integrasi vertikal bisa propersaingan (dampak positif) dan bisa
antipersaingan (dampak negatif). Bahkan integrasi vertikal umumnya ditujukan
untuk meningkatkan efisiensi yang berakibat adanya peningkatan kesejahteraan
konsumen akhir (consumer welfare). Integrasi vertikal yang dilarang adalah yang
antipersaingan, yakni yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk, dengan
kata lain, untuk menguasai pasar. Contoh kegiatan dalam rangka mengusai
pasar adalah menolak atau menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar
yang bersangkutan, dan/atau melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha
tertentu.

Integrasi vertikal hanya bisa dilarang apabila dampak negatifnya melebihi
dampak positifnya. Oleh karena itu, harus dilakukan analisis dampak negatifnya,
yakni dengan melakukan 3 (tiga) tahapan pengujian, yakni analisis
kemampuan, analisis insentif, dan analisis dampak konsumen. Analisis
kemampuan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha mempunyai
kemampuan untuk menggunakan market powernya untuk menguasai pasar;
analisis insentif untuk mengetahui apakah pelaku usaha tersebut mempunyai
insentif untuk menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar; analisis
dampak konsumen dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak
negatifnya kepada konsumen.

Contoh kasus Putusan No. 01/KPPU-L/2003. Terlapor dalam kasus ini

adalah Garuda Indonesia.

o Bahwa Terlapor untuk mendukung kegiatan usaha penerbangannya
mengembangkan sistem ARGA sebagai sistem informasi pengangkutan
udara domestik dan sistem informasi penerbangan internasional, Terlapor
bekerja sama dengan penyedia CRS dalam bentuk perjanjian distribusi.

o Sistem informasi ini digunakan oleh biro perjalanan wisata untuk
melakukan reservasi dan booking tiket penerbangan Terlapor secara
online. Bahwa akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, semakin

9 Phillip E. Areeda dan Louis Kaplow, Anitrust Analysis, Problems, Cases, 4th Edition, Little Brown
Company, Boston, 1988, hal. 204.



menambah beban keuangan Terlapor yang memaksanya untuk
melakukan pemotongan biaya-biaya. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah menarik dumb terminal Terlapor di setiap biro perjalanan wisata,
yang kemudian menyertakan sistem ARGA di dalam terminal Abacus.
Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor dan Saksi | menyepakati
pendistribusian tiket domestik Terlapor di wilayah Indonesia hanya
dilakukan dengan dual access melalui terminal Abacus.

Kebijakan dual access tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian
tertulis. Kesepakatan tersebut di atas ditempuh karena biaya transaksi
penerbangan internasional dengan menggunakan sistem Abacus
lebih murah. Dual access hanya diberikan kepada Saksi | sebagai
penyedia sistem Abacus bertujuan agar Terlapor dapat mengontrol biro
perjalanan wisata di Indonesia dalam melakukan reservasi dan booking
tiket penerbangan. Semakin banyak biro perjalanan wisata di Indonesia
yang menggunakan sistem Abacus untuk melakukan reservasi dan
booking penerbangan internasional Terlapor yang pada akhirnya akan
mengurangi biaya transaksi penerbangan internasional Terlapor.

Terlapor hanya akan menunjuk biro perjalanan wisata yang
menggunakan sistem Abacus sebagai agen pasasi domestik. Posisi
Terlapor yang menguasai penerbangan domestik dan kemudahan untuk
menjadi agen maskapai lain, menjadi daya tarik bagi biro perjalanan
wisata untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor. Bahwa sistem
ARGA yang hanya disertakan pada terminal Abacus mengakibatkan
sistem lain mengalami kesulitan untuk memasarkan ke biro perjalanan
wisata karena biro perjalanan wisata lebih memilih sistem Abacus yang
memberi kemudahan untuk memperoleh sambungan sistem ARGA.
Untuk mendukung kebijakan dual access, Terlapor menambahkan
persyaratan bagi biro perjalanan wisata agar dapat ditunjuk sebagai agen
pasasi domestik, yaitu menyediakan sistem Abacus terlebih dahulu untuk
selanjutnya mendapatkan terminal ID biro perjalanan wisata yang
bersangkutan/dibuka sambungan ke sistem ARGA (persyaratan Abacus
connection).

KPPU Berpendapat bahwa PT Garuda Indonesia telah melanggar Pasal
14 UU No. 5 Tahun 1999 karena telah melakukan penguasaan
serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai
hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku
usaha tertentu.

Dengan kegiatan usaha Terlapor adalah melaksanakan penerbangan
komersial berjadwal untuk penumpang domestik dan internasional
dengan mengoperasikan pesawat sebagai sarana pengangkutan. Bahwa
dalam perkara ini, penguasaan proses yang berlanjut atas suatu layanan



jasa tertentu oleh Terlapor adalah penguasaan proses yang berlanjut atas
layanan informasi dan jasa distribusi tiket penerbangan domestik dan
internasional Terlapor.

PERJANJIAN TERTUTUP
Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat yaitu:

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang
menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau
tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada
pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain
yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima
barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang
dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga
atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang
memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima
barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari
pelaku usaha pemasok; atau

b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau
sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari
pelaku usaha pemasok.

Contoh kasus Putusan No. 11/KPPU-1/2005 mengenai Distribusi Semen

Gresik.

. Pada kasus ini Terlapor |, Terlapor Il, Terlapor lll, Terlapor IV, Terlapor
V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X
membentuk Konsorsium Distributor Semen Gresik Area 4. Konsorsium
ini diduga melakukan pelanggaran atas UU No. 5 tahun 1999 dalam
bentuk mewajibkan paralangganan tetap (LT) di Area 4 untuk menjual
Semen Gresik. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) UU No. 5
Tahun 1999 yang dilakukan oleh Konsorsium dalam bentuk himbauan
kepada LT untuk bersedia hanya menjual Semen Gresik saja.

. Bahwa adanya aturan yang diterapkan oleh Konsorsium tentang larangan
bagi LT menjual merek semen selain Semen Gresik, menyebabkan
salah satu LT di Area 4 mengajukan permohonan pengunduran diri
sebagai LT kepada Terlapor XI karena menjual semen merek lain
selain Semen Gresik dan dianggap oleh oknum-oknum Terlapor XI



kurang menguntungkan bagi Terlapor XI. Bahwa sebelum ada
Konsorsium, LT dapat membeli Semen Gresik kepada distributor yang
mana saja dan dapat melakukan negosiasi harga, namun setelah ada
Konsorsium, LT hanya bisa membeli kepada distributor tertentu dengan
harga yang telah ditetapkan.

" Terlapor mendalilkan bahwa maksud pembentukan Konsorsium adalah
untuk menghadapi para LT dan toko yang sering “mengadu domba”
Terlapor |, Terlapor II, Terlapor Ill, Terlapor 1V, Terlapor V, Terlapor VI,
Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang
mengakibatkan terjadinya perang harga antar distributor.

. Namun KPPU menyatakan bahwa Terlapor |, Terlapor Il, Terlapor
lll, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII,
Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor Xl terbukti secara sah dan
meyakinkan telah melanggar Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
Menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat yaitu:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar

negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai keberlakuan hukum
persaingan suatu negara pada warga negara atau pelaku usaha negara lainnya.
Contoh kasus perkara No. 07/ KPPU-L/2007 atau yang lebih dikenal
dengan Kasus Temasek.

o Terlapor berada di luar negeri yaitu delapan perusahaan yang berada di
Singapore dan satu perusahaan yang berada di Mauritius yaitu;
Temasek Holding Pte.Ltd., Singapore, Singapore Technologies
Telemedia Pte.Ltd., Singapore, SH Communications Ltd,
Singapore, Asia Mobile Holding Pte.Ltd., Singapore, Asia Mobile
Holding Pte.Ltd., Singapore, Indonesian Communication Limited,
Mauritius, Indonesian  Communication Pte.Ltd., Singapore
Telecommunication Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte.Ltd.
Kesemua perusahaan ini dikenal dengan Temasek Group atau
Kelompok Temasek.

. Kelompok Temasek melalui anak perusahaannya yaitu SH
memiliki saham sebesar 41,94% saham pada PT Indosat, dan
melalui Singtel memiliki saham sebesar 35% pada PT Telkomsel.
Kelompok Temasek oleh KPPU kemudian dinyatakan bersalah melanggar
Pasal 27 huruf a. karena telah melakukan kepemilikan silang terhadap



Telkomsel dan Indosat sehingga mengakibatkan dampak antipersaingan
dalam pelayanan telekomunikasi seluler di Indonesia. Temasek juga
dinyatakan melanggar Pasal 17 ayat 1 karena melaksanakan
hambatan interkoneksi dan mempertahankan harga tinggi sehingga
menyebabkan dampak antipersaingan.

Kelompok Temasek mendalilkan bahwa KPPU tidak berwenang
memeriksa Kelompok Temasek karena didirikan bukan berdasarkan
hukum Indonesia dan tidak melakukan aktifitasnya di Indonesia. Hal ini
diperkuat dengan pendapat Hikmahanto Juwana yang menyatakan
bahwa KPPU tidak dapat menggunakan yurisdiksi teritorial karena
hukum Indonesia tidak mengakui konsep ekonomi tunggal. Lebih lanjut
beliau menyatakan bahwa KPPU juga tidak dapat menggunakan
yurisdiksi personal karena SH tidak didirikan berdasarkan hukum
Indonesia dan bukanlah suatu entitas Indonesia. KPPU juga tidak dapat
menggunakan yurisdiksi universal oleh karena yurisdiksi tersebut hanya
berlaku terbatas pada kejahatan internasional.

Namun KPPU berpendapat bahwa KPPU berwenang melakukan
pemeriksaan terhadap Kelompok Temasek yang pada intinya
dengan alasan, di antaranya bahwa Kelompok Temasek adalah
badan usaha sehingga memenuhi unsur setiap orang atau badan
usaha sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 poin 5 UU No. 5
Tahun 1999, yang berdasarkan pada prinsip “single economic entity
doctrine” dinyatakan bahwa hubungan induk perusahaan dengan
anak perusahaan di mana anak perusahaan tidak mempunyai
independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan.
Konsekuensi dari prinsip ini, maka pelaku usaha dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha
lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang pertama
beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara,
sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat extraterritorial
jurisdiction.






